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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3
Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11
Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa  Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008
Nomor 11);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN

ASLI DAERAH YANG SAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat
LLPADS adalah pendapatan asli daerah di luar hasil pajak daerah, hasil
retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



(1)

(2)

Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

LLPADS merupakan Pendapatan Asli Daerah, di luar hasil Pajak Daerah,
hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan yang telah ditetapkan.

Objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.
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hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai
atau angsuran/cicilan;

jasa giro;
pendapatan bunga;
penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat
dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh
daerah;

penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing;

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
pendapatan denda pajak;

pendapatan denda retribusi;

pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

pendapatan dari pengembalian;

fasilitas sosial dan fasilitas umum;

. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
pendapatan dari pengelolaan dana bergulir;
pendapatan dari pengelolaan BUKP selain dari deviden; dan

pendapatan dari pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 3

Pemungutan LLPADS meliputi wilayah daerah atau daerah lain dimana objek
LLPADS berada.

Pasal 4

Mekanisme penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban diatur
dalam Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 5

Besaran penerimaan pada masing-masing objek LLPADS ditetapkan dalam
pengaturan mengenai materi objek terkait.



